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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dewasa ini perkembangan teknologi kian pesat dan semakin maju yang 

menimbulkan banyak dampaknya di kehidupan masyarakat baik dampak positif 

maupun negatif. Kemajuan teknologi ini tidak hanya dirasakan oleh beberapa 

kalangan saja melainkan semua kalangan dan semua aspek kehidupan ikut 

terpengaruh. Mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya. Di masa 

globalisasi penggunaan internet menjadi hal umum dan pasti dibutuhkan oleh 

semua orang guna mendapatkan informasi, menyambung silahturahim dengan 

kerabat yang jauh hingga mencari nafkah. Salah satu pemanfaatan teknologi oleh 

masyarakat dalam perekonomian adalah  pelaku usaha yang melakukan kegiatan 

jual belinya melalui online atau dengan bantuan jaringan internet.  

 Keadaan ini didukung masyarakat karena dianggap memudahkan baik bagi 

pihak penjual maupun pembeli. Pada konsep transaksi jual beli online, pembeli 

hanya perlu melakukan pemesanan barang yang diinginkan, melakukan 

pembayaran dan menunggu barang tersebut sampai ke rumah. Namun semakin 

mudahnya akses tersebut tentu membuat banyak orang berlomba-lomba mencari 

peluang masing-masing sehingga menimbulkan banyaknya persaingan antar 

penjual produk yang sama. Pelaku usaha senantiasa dituntut untuk selalu 

berinovasi dan menaikkan nilai produk masing-masing agar tidak terkalahkan 

oleh pelaku usaha lainnya/kompetitor. Selain inovasi pelaku usaha juga dalam 

mempertahankan usahanya perlu adanya promosi yang menarik sehingga bisa 
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menjangkau target pasar produk yang ia jual. Menurut Hermawan promosi 

penjualan (sales promotion) adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan 

berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan 

segera dan/atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. 1 

 Bentuk upaya pelaku usaha dalam memasarkan produknya ada bermacam-

macam, mulai dari promosi melalui mulut ke mulut hingga promosi menggunakan 

jasa orang lain seperti artis atau selebriti yang dianggap memiliki masa yang 

sesuai dengan target pasarnya. Perkembangan teknologi apabila dilihat dari sisi 

positifnya, bagi orang yang dapat memanfaatkan potensinya  hal ini merupakan 

ladang peluang. Tidak sedikit masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok 

berhasil meraih popularitas melalui konten yang diunggah melalui sosial media. 

Konten yang dianggap menarik oleh masyarakat pengguna sosial media atau 

netizen akan semakin naik dan membuat penciptanya mendapatkan sorotan 

publik. Bahkan tidak sedikit orang yang berhasil mendapatkan uang melalui 

konten-konten viral yang ia buat. 

 Selain artis atau public figure yang kita kenal sebagai penyanyi, pemain 

film dan sejenisnya sekarang ada banyak orang-orang terkenal di sosial media 

biasanya melalui berbagai platform. Misalnya youtube yang biasa disebut sebagai 

youtuber, instagram yang biasa disebut sebagai selebgram dan tiktok yang 

biasanya disebut sebagai selebriti tiktok dim ana secara umumnya dikenal dengan 

istilah influencer. Sebutan influencer sendiri didasari dengan anggapan mereka 

sebagai orang-orang yang memiliki jumlah masa atau pengikut yang banyak 

 
 1 Onny Fitriana Sitorus dan Novelia Utami, 2017. Strategi Promosi Pemasaran, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Jakarta, hlm 32. 
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tersebut dapat memberikan “influence” terhadap orang lain atas apa yang ia 

lakukan dan ia gunakan. Pemanfaatan teknologi dan media sosial ini pun tidak 

selalu berjalan sesuai dengan yang seharusnya, terdapat beberapa penyimpangan 

yang kerap terjadi sehingga dibentuknya UU ITE sebagai payung dalam 

pelaksanaannya. 2 

 Keberadaan influencer atau public figure yang dianggap memiliki 

kekuatan dalam sosial media ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang 

hendak mempromosikan produknya. Pasalnya masyarakat sekarang lebih kerap 

membuka sosial media dibandingkan membaca surat kabar, baliho dan sejenisnya. 

Sehingga promosi barang atau jasa melalui sosial media dengan bantuan 

influencer dianggap lebih efektif untuk di era globalisasi sekarang ini. Ada banyak 

influencer atau public figure yang membuka promosi melalui sosial medianya, 

kegiatan tersebut sering disebut dengan istilah endorsement. 

 Influencer atau artis yang menawarkan dan menjalankan jasa promosi 

melalui media sosial atau endorsement disebut sebagai pihak endorser. Tidak ada 

jumlah pengikut atau folower khusus yang dijadikan patokan agar seseorang dapat 

melakukan tawaran endorsement tersebut. Semua aturan kerja sama yang ada 

berdasarkan persetujuan antara endorser dan pelaku usaha yang hendak memakai 

jasa endorser tersebut. Begitupun mengenai harga atas bayaran yang akan 

ditetapkan dalam perjanjian ini pada umumnya lahir atas kesepakatan antar pihak 

satu dan pihak lainnya yang terlibat. Kata sepakat mengandung makna bahwa 

keinginan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan keinginan ini 

 
 2 Hardianto Djanggih dan Nasrun Hipan. 2018. “ Pertimbangan Hakim dalam Perkara 

Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. “ Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, No. 1. hlm 

2. 
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menimbulkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi oleh para pihak. 

Begitu pentingnya unsur kesepakatan dalam perjanjian untuk dipenuhi secara 

benar maka diperlukan suatu format ideal yang harus dipenuhi. 3 

 Endorsement adalah kegiatan mempromosikan suatu barang produk atau 

jasa oleh pihak endorser yang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha dengan 

tujuan memberikan keuntungan satu sama lain. Pihak endorser akan mendapatkan 

keuntungan berupa bayaran dari hasil perjanjian tersebut dan pelaku usaha yang 

mengendorse mendapatkan keuntungan dengan adanya promosi barang atau jasa 

miliknya sehingga dapat menjadi lebih dikenal oleh khalayak ramai. Endorsement 

sendiri merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih. Perjanjian dalam 

KUH Perdata diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  Strategi pemasaran yang dilakukan 

melalui media sosial tidak hanya berupa endorsement melainkan ada pula paid 

promote dan perjanjian kerja sama Brand Ambassador. Pemanfaatan teknologi 

internet dalam strategi pemasaran dianggap sangat efektif untuk menghindari 

persaingan antar pelaku usaha salah satunya dengan metode influencer-marketing 

ini. 4 

 Banyaknya pilihan jenis jasa promosi produk melalui media sosial ini 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang 

 
 3 Isdian Anggraeny dan Sholahuddin Al-Fatih, 2020. “ Kata Sepakat dalam Perjanjian 

dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. ” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1. 
hlm 7. 

 4 Hady Sofyan, Iman Toriq, 2018. “ Peran Media Digital dalam Perkembangan Industri 

Kreatif. “ Prosiding Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi. hlm 3. 
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hendak melakukan promosi dengan tarif lebih rendah biasanya akan memilih jasa 

promosi paid promote, jasa endorsement untuk tarif menengah keatas dan bagi 

pelaku usaha yang sudah memiliki dana khusus yang cenderung tinggi biasanya 

akan menggunakan jasa Brand Ambassador atau Duta Merek untuk usahanya.  

 Brand Ambassador adalah seorang yang memiliki cukup kepopularitasan 

di masyarakat dan dipercaya untuk mewakili suatu merek tertentu. Tujuan dari 

Brand Ambassador sendiri adalah untuk mempengaruhi masyarakat terhadap 

suatu produk tertentu. Citra dari seorang Brand Ambassador juga berkaitan erat 

dengan citra merek yang ia wakili. Maka dari itu seorang Brand Ambassador 

wajib menjaga citranya di depan publik baik dari cara bertingkah laku hingga citra 

sosialnya. Kepopularitasan dan citra yang baik penting dimiliki oleh seorang 

Brand Ambassador untuk mendapatkan pengakuan atas penyampaiannya 

mengenai suatu hal atau produk tertentu. 5 

 Untuk menjalin hubungan kerja sama pelaku usaha dan Brand 

Ambassador harus memiliki tujuan yang sama dan dilakukan kontrak terlebih 

dahulu. Sebelum menandatangani surat perjanjian kerja sama biasanya akan ada 

MoU atau Nota Kesepahaman yang harus disetujui oleh masing-masing pihak. 

Nota kesepahaman adalah dokumen yang berisi syarat dan ketentuan mengenai isi 

perjanjian yang akan ditanda-tangani. Apabila dalam Nota Kesepahaman itu ada 

hal yang gagal disetujui antar pihak maka gagal pula perjanjian yang akan 

 
 5 Rutha, Ni Luh Putu Eka., 2019.  “Pengaruh Brand Ambassador Terhadap Brand Image 

dan Keputusan Pembelian Smartphone Oppo F Series”., Masters Thesis, Fakultas Pascasarjana, 

Institut Pertanian Bogor. hlm 2. 
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dilakukannya. Meski kekuatan hukum mengikatnya bukan terletak pada MoU 

melainkan pada surat perjanjian yang ditandatangani.6 

 Dalam kontrak kerja sama antar pelaku usaha dan Brand Ambassadornya 

masing-masing pihak memiliki prestasi yang wajib dipenuhi. Tidak ada aturan 

khusus atau baku mengenai isi perjanjian dalam KUH Perdata. Semua perjanjian 

dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak sejauh masih sesuai 

dengan norma dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Prestasi yang 

sudah diatur dalam perjanjian kerja sama wajib dipenuhi oleh semua pihak. Tidak 

hanya memenuhi prestasi namun juga waktu pelaksaan kerja sama harus sesuai 

dengan kesepakatan awal. 

 Pada kenyataannya suatu kontrak kerja sama tidak selalu berjalan sesuai 

kesepakatan dan harapan awal. Ada pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi 

baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun bagi tiap pihak 

yang melanggar tentunya harus bertanggung jawab atas kerugian yang 

ditimbulkan. Bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan 

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa tiap warga negara memiliki kedudukan, hak 

dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.  

 Maka dari itulah setelah adanya penjelasan kronologi mengenai 

permasalahan yang ada dalam latar belakang, peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai “WANPRESTASI BRAND AMBASSADOR TERHADAP 

PERJANJIAN KERJA SAMA PROMOSI BARANG DI MEDIA SOSIAL” 

sebagai judul skripsi ini.  

 
 6 Anak Agung Ayu Intan Puspadewi, 2019. "Analisis Yuridis Nota Kesepahaman antara 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia", Jurnal Hukum 

Saraswati, Vol.1, No. 2. hlm 6. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka muncul beberapa permasalahan yang 

akan peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian kerja sama 

promosi barang di media sosial dengan Brand Ambassador? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum yang wajib dipenuhi oleh Brand 

Ambassador yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerja sama 

promosi barang di media sosial? 

C. Tujuan Penelitian 

 Sebuah penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang dicapai. 

Adapun tujuan penelitian ini selain untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai 

hukum perjanjian juga, antara lain : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam 

perjanjian kerja sama promosi barang di media sosial dengan Brand 

Ambassador. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum yang 

wajib dipenuhi oleh Brand Ambassador yang melakukan wanprestasi 

dalam perjanjian kerja sama promosi barang di media sosial. 

D. Manfaat Penelitian 

 Di dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengharapkan ada manfaat 

yang dapat diambil baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat pada umumnya. 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah 

wawasan serta ilmu dalam hukum perdata khususnya hukum perjanjian 

mengenai pertanggungjawaban hukum yang wajib dipenuhi oleh Pihak 

yang melanggar kontrak kerja sama sebagai Brand Ambassador di media 

sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih 

pemikiran bagi beberapa pihak yaitu : 

1) Peneliti  

Sebagai media pembentukan pola pikir dan pengasahan serta peningkatan 

kemampuan penullis mengenai ilmu hukum yang sudah didapat selama 

masa pembelajaran di Fakultas Hukum. 

2) Pelaku Usaha  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pelaku usaha yang akan 

atau telah menjalankan bisnisnya dengan bantuan jasa dari Duta 

Merek/Brand Ambassador agar lebih teliti dan berhati-hati dalam 

menentukan, memilih Brand Ambassador serta melaksanakan perjanjian 

kerja sama. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk pelaku 

usaha agar memahami mengenai sahnya perjanjian, hak dan kewajiban 

serta penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi 

wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Brand 

Ambassador dengan pelaku usaha. 
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3) Pihak Brand Ambassador 

Dilihat dari sisi kemanfaatan yang bisa didapat oleh pihak Brand 

Ambassador dari penelitian ini adalah agar dapat lebih memperhatikan hak 

dan kewajiban serta tanggung jawab yang diemban sebagai Duta 

Merek/Brand Ambassador, dapat memahami lebih jelas mengenai sebab 

akibat terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerja sama serta memahami 

mengenai penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila ada 

permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama. 

4) Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan pengetahuan baru serta informasi mengenai 

penyelesaian sengketa yang terjadi dalam wanprestasi perjanjian Brand 

Ambassador kepada masyarakat awam. 

E. Ruang Lingkup 

 Sehubungan dengan pembahasan ilmu hukum yang sangat luas 

cakupannya maka diperlukan adanya batasan dalam melakukan penelitian ini. 

Oleh karena itu, ruang lingkup dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti 

dibatasi pada kajian mengenai ilmu hukum perdata. Fokusnya adalah pada 

pembahasan yang berkaitan dengan hukum perjanjian, wanprestasi, perikatan dan 

penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran perjanjian yang telah disepakati 

oleh para pihak dalam kerja sama promosi di media sosial. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 Teori perlindungan hukum muncul dari aliran hukum alam. Penganut 

aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan kedua hal yang saling 

berkaitan. Hukum merupakan suatu peraturan internal yang bersifat umum yang 

dicerminkan melalui moral orang tersebut. 7 Teori perlindungan hukum 

merupakan teori yang mengatur tentang upaya penegakan hak yang dimiliki oleh 

masyarakat. Teori ini berlaku dalam hukum perjanjian sebagai bentuk 

perlindungan apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran 

kontrak kerja sama antar pihak. Contoh perlindungan hukum bagi korban yang 

dirugikan bisa berupa ganti rugi, kompensasi dan sejenisnya. 8 

 Menurut CST Kansil perlindungan hukum artinya seluruh langkah hukum 

yang sudah seharusnya aparat penegak hukum berikan guna memberi rasa aman 

baik secara mental maupun fisikal dari gangguan pihak manapun.9 Menurut 

Setiono perlindungan hukum artinya perbuatan atau langkah untuk memberi 

proteksi bagi masyarakat dari tindakan menyimpang yang dilakukan orang-orang 

berkuasa yang mana melanggar hukum, agar terciptanya ketertiban dan keamanan 

sehingga semua orang dapat menerima haknya sebagai manusia.10 

 Philipus M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum ialah bentuk 

proteksi terhadap harkat juga martabat serta perlindungan bagi hak asasi manusia 

 
 7 Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53. 

 8 Soerjono Soekanto, 1984. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 133. 
9 C.S.T Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, hlm. 40 

 10 Ibid. 
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yang dilandasi peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang melindungi hal-hal 

lainnya.11  

 Muchsin mengatakan bahwasannya perlindungan hukum merupakan  

perbuatan guna memberi proteksi kepada setiap orang dengan menyeimbangi 

keterkaitan berbagai nilai dan kaidah yang menjelma dalam sikap dan perbuatan 

untuk menghasilkan ketertiban dalam masyarakat.12 

 Fungsi dari adanya perlindungan hukum sendiri adalah untuk melindungi 

dari adanya ancaman dan kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri. 

Pelaksanaan dari perlindungan hukum ini dapat dipaksakan dan apabila ada 

pelanggaran maka dapat diberlakukan sanksi yang disepakati. Perlindungan 

hukum memiliki 2 (dua) jenis yaitu : 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan hukum ini adalah jenis perlindungan hukum yang diberikan 

oleh pemerintah guna mencegah adanya pelanggaran serta perlindungan 

hukum preventif juga berguna sebagai pemberian peringatan untuk 

melakukan kewajiban dengan baik dan sepenuhnya. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum ini merupakan jenis perlindungan hukum akhir 

apabila terjadinya sengketa atau pelanggaran dalam hukum. Perlindungan 

hukum jenis ini merupakan penjatuhan sanksi dapat berupa denda, penjara 

 
 11 Ibid. 

 12  Ibid, hlm 41. 
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dan hukuman tambahan lainnya sesuai dengan pelanggaran/sengketa yang 

terjadi. 13 

2. Teori Perjanjian 

 Perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa di mana satu pihak 

memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi kepada pihak lainnya dan pihak 

lainnya wajib memenuhi prestasi yang telah disepakati tersebut. Dengan adanya 

perjanjian maka akan menimbulkan suatu perikatan antar pihak-pihak yang 

membentuk perjanjian tersebut. Perikatan merupakan salah satu ruang lingkup 

hukum perdata. Perikatan dapat terjadi apabila ada dua orang atau lebih yang 

bersedia mengikatkan dirinya dalam perjanjian tertentu.   

 Pengertian perjanjian menurut para ahli bermacam-macam, salah satunya 

menurut Subekti bahwa “perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih 

berjanji melaksanakan perjanjian untuk melaksanakan sesuatu hal tertentu dan 

istilah ini sering disebut dengan kontrak.” 14 Hukum perjanjian terbentuk karna 

adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk mengikatkan dirinya untuk 

melakukan suatu hal tanpa adanya paksaan, dengan kata lain hukum perjanjian 

dilakukan atas kesepakatan dan keputusan yang disetujui oleh semua pihak yang 

terlibat. 15  

 M. Yahya Harahap berpendapat bahwasannya perjanjian ialah suatu relasi 

hukum kekayaan di mana meliputi dua orang ataupun lebih yang mana 

menyalurkan hak kepada suatu pihak agar menghasilkan prestasi serta 

 
 13 Muchsin, 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, 

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 14. 

 14 R. Subekti, 1991. Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, hlm 1. 

 15 R. Subekti, 1998. Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, hlm 122. 
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memberikan pihak lain suatu kewajiban untuk menjalankan prestasi.16 Abdulkadir 

mengatakan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan yang terjadi di antara dua 

orang atau lebih guna mengikatkan antar pribadi dalam menjalankan suatu hal 

yang meliputi harta kekayaan. 17 Sedangkan perjanjian yang dikatakan K.M.R.T 

Tirtodiningrat ialah tindakan hukum yang dilandasi dari kesepakatan di antara 

semua pihak terkait yang kemudian dampak hukumnya terikat sesuai peraturan 

undang-undang yang berlaku.18 

 Sumber dari perjanjian adalah persetujuan para pihak maka dari itu pada 

dasarnya kata perjanjian dan persetujuan memiliki artian yang sama. Dalam 

perikatan ada perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir 

karena undang-undang.  

3. Teori Tanggung Jawab 

 Menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu hal yang 

menjadi kewajiban untuk seseorang dalam menjalankan apa yang sudah 

dilimpahkan padanya.19  Hans Kelsen memiliki teori bahwasannya tanggung 

jawab hukum ialah seseorang memiliki tanggung jawab secara hukum terhadap 

suatu perbuatan tertentu atau dia bertanggung jawab atas sesuatu hal yang telah 

 
 16 Syahmin AK, 2006. Hukum Kontrak Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 

1. 

 17 Mgs Edy Putra Tje’Aman, 1989. Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, 

Yogyakarta, hlm. 18 

 18 Ibid. 
19 Andi Hamzah, 2005. Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.  
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diperbuatnya dianggap melanggar. 20 Hans Kelsen juga membagi tanggung jawab 

menjadi beberapa bagian yaitu: 21 

1) Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;  

2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung 

jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;  

3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang 

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena 

sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;  

4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu 

bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak 

sengaja dan tidak diperkirakan.  

 Sedangkan Abdulkadir Muhammad memiliki teori mengenai tanggung 

jawab dalam hal perbuatan melanggar hukum (tort liability) dan membaginya 

menjadi beberapa teori, yakni : 22 

1) Tanggung jawab sebagai akibat tindakan melanggar hukum yang 

dilakukan dengan unsur sengaja (intentional tort liability), suatu pihak 

melakukan suatu hal yang nyatanya merugikan pihak lain dan mengetahui 

bahwasannya akan ada kerugian yang menimpa pihak lain.  

2) Tanggung jawab sebagai akibat tindakan melanggar hukum yang 

dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), hal ini dilandasi dari 

 
20 Hans Kelsen, 2007. Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum 

Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81 
21 Hans Kelsen, 2006. Teori Hukum, Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140. 

 22 Abdulkadir Muhammad, 2010. Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 336. 
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adanya konsep kesalahan (concept of fault) yang meliputi campuran moral 

dan hukum (interminglend).  

3) Tanggung jawab mutlak sebagai akibat tindakan melanggar hukum tanpa 

mempermasalahkan kesalahan (strict liability), hal ini dilandasi dari suatu 

perbuatan bisa karena kesengajaan ataupun tidak.  

 Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban haruslah memiliki landasan 

ialah suatu hal yang melahirkan adanya hak hukum untuk seorang guna menuntut 

orang lainnya begitu juga hal yang memunculkan kewajiban hukum orang lain 

untuk mempertanggungjawabkannya. 23 

4. Teori Wanprestasi  

 Dalam kehidupan tidak dapat dipungkiri bahwa manusia harus 

berhubungan dengan manusia lain, hal tersebut merupakan kondrat manusia 

sebagai makhluk sosial. Ada beberapa keadaan dimana manusia tidak dapat 

mencapai tujuannya sendiri maka dari itu untuk bersama-sama mencapai tujuan 

satu sama lain masyarakat kerap melakukan perjanjian. Perjanjian ini dilakukan 

oleh dua pihak atau lebih di mana tiap pihak memiliki hak kewajiban masing-

masing.  

 Bagi pihak yang telah melakukan perjanjian wajib untuk memenuhi 

prestasi yang sudah disepakati. Apabila ada pelanggaran atau tidak terpenuhinya 

prestasi tersebut tanpa alasan pembenar menurut undang-undang maka orang itu 

disebut melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan di mana tidak 

 
 23 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi 

Pustaka, Jakarta, hlm 48. 
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terpenuhinya prestasi oleh pihak dalam kontrak kerja sama sehingga 

menimbulkan kerugian yang diterima oleh pihak lainnya.  

 Bagi pihak yang dirugikan dalam terjadinya wanpretasi ini dapat 

mengajukan gugatan atas kerugian yang ia alami dan pihak yang melakukan 

wanpretasi wajib memenuhinya. Mengenai ganti rugi yang disebabkan oleh 

wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan “Penggantian 

biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai 

diwajibkan apabila yang berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya 

tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya 

dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”. 24  

 Ahmadi Miru memberikan pendapat bahwa wanprestasi itu bisa berupa 

perbuatan seperti : 

a. Tidak sama sekali memenuhi prestasi.  

b. Prestasi yang dipenuhi tidaklah sempurna.  

c. Keterlambatan dalam pemenuhan prestasi. 

d. Melakukan hal yang dianggap larangan dalam sautu perjanjian.25 

Wanprestasi menurut A. Qirom Syamsudin Meliala itu bisa berbentuk: 26 

a. Prestasi sama sekali tidak dipenuhi. Karena debitur tidak melakukan 

prestasi maka ia dapat dikatakan tidak memenuhi suatu prestasi.  

 
 24 Handri Raharjo, 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 

hlm 19. 
25 Ahmadi Miru, 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, 

Jakarta, hlm. 74 
26 A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985. Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Liberty, 

Yogyakarta, hlm. 26 
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b. Prestasi terpenuhi tetapi tidak tepat pada waktunya. Jika debitur masih 

memungkinkan memenuhi prestasi namun ia tidak melakukannya dalam 

waktu yang sudah ditentukan maka ia dianggap wanprestasi.  

c. Prestasi terpenuhi namun tidak sesuai. Debitur sudah memenuhi 

prestasinya namun ternyata prestasi yang dipenuhi ialah keliru dan ia tidak 

dapat memperbaikinya maka dianggap wanprestasi. 

G. Metode Penelitian 

 Metode penelitian adalah langkah atau cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data atau informasi mengenai penelitiannya. Hasil data atau 

informasi yang didapat akan diolah serta dianalisis secara ilmiah agar 

menghasilkan temuan baru dari penelitian yang dilakukan. Penelitian adalah 

proses kegiatan mencari informasi, data, mengolah dan menganalisis suatu 

masalah dalam penulisan skripsi ini. 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum 

normatif adalah metode penelitian yang memfokuskan mengenai bagaimana 

penerapan kaidah hukum positif dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian 

hukum normatif sering disebut juga sebagai metode penelitian hukum 

kepustakaan karena dalam penerapannya metode penelitian ini mengkaji bahan-

bahan kepustakaan yang sudah ada. 

 Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengkaji aturan-aturan, kaidah, 

norma yang berlaku dan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia 

guna mencari jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitiannya. 
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Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian hukum doktrinal yaitu 

metode atau cara penelitian yang mengkaji hukum secara tertulis maupun hukum 

sebagai suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.  

2. Sumber Bahan Hukum 

 Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini 

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat atau 

memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini : 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3) Undang – undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik; 

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik 

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019 

tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 
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7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi pendukung 

penjelasan bahan hukum primer dan memperkuat pokok-pokok 

penjelasannya. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari 

buku-buku, jurnal atau artikel ilmiah, makalah, tesis dan lainnya yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.27 

1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa 

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum; 

2) Kamus-kamus hukum;  

3) Jurnal-jurnal hukum; 

4) Komentar-komentar atas putusan hakim. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media 

internet yang relevan dengan penelitian yang diambil. 

 
 27 I Wayan Eka Yasa, et.al, 2021. “ Perjanjian Kerjasama Pada Perusahaan Pertamina 

(PERSERO) Akibat Wanprestasi. “ Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 2 No. 2. hlm 2. 
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3. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam membahas pokok 

permasalahan yaitu sebagai berikut :  

1) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

 Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan 

dengan menelaah KUH Perdata mengenai perjanjian dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan perundang – 

undangan  (statute approach) dilaksanakan dengan cara mengkaji serta 

meneliti isi dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu 

hukum penelitian. 

2) Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian menggunakan 

sebuah isu hukum/kasus hukum tertentu sebagai objek penelitiannya. 

Penelitian hukum studi kasus bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau 

keunikan karakteristrik yang terdapat dalam kasus yang diteliti. Studi 

kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan 

aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau 

organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa 

tersebut. Pada umumnya target penelitian studi kasus adalah hal yang 

aktual (real-life). 28 

 
 28 Taufik Hidayat, 2019. “ Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi 

Penelitian.”  Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. hlm 3. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Untuk memperoleh data dan bahan hukum yang diperlukan dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan. 

Metode kepustakaan atau studi dokumen dalam penelitian hukum dilakukan 

dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang sudah ada meliputi bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber-sumber bahan hukum dalam studi 

kepustakaan ialah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, 

publikasi, media elektronik dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 29 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Kumpulan bahan-bahan hukum yang didapatkan dari hasil pengumpulan 

data sebelumnya dikategorikan dan dianalisis berdasarkan yang paling sesuai atau 

relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Metode 

analisis yang digunakan ialah deskriptif kualititatif sehingga data yang didapatkan 

akan dipelajari secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang diharapkan 

dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.  

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 Adapun teknik penarikan kesimpulan yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deduktif. Metode penalaran deduktif bekerja dengan 

acara analisis dari yang paling umum ke yang paling spesifik. Metode deduktif 

adalah metode penarikan kesimpulan dengan cara analisis mendasar terhadap 

 
 29 Bahder Djohan, 2008.  Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm 

35. 
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suatu permasalahan secara umum terlebih dahulu yang kemudian dihubungkan 

dengan bagian-bagian khususnya sehingga menghasilkan hipotesis. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 30 Surakhmad Winarto, 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode dan Teknik, 

Tersio, Bandung, hlm 17. 
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